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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :SEK-03.KP.03.03 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi | Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 November 2016 perlu melakukan Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan
administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015

tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-

07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya
sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam
lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6
daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA: . ..



KEDUA . Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT . Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 05 Januari 2017

"“BA" B?\NG RANTAM SARIWANTO
o NIP-196012151988021001

Tembusan:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;,
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,;

Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;

Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM,;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK~03.EF.03.03 TAHON 7017
TANGGAL 05 Januari 2017
PANGKAT
NO NAMA / NIP (GOL/RUANG) JABATAN LAMA JABATAN BARU KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. PENSRA, S.E., S.H, M.Si. Pembina Kepala Bagian Program dan Pelaporan | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada | Eselon lll.a
NIP. 196901282001121001 (IV/a) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan | Tunjangan jabatan struktural
dan Hak Asasi Manusia Banten Hak Asasi Manusia Banten sebesar Rp.1.260.000,00
2. AGUS SURYANA, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada | Kepala Bagian Program dan Pelaporan sda.
NIP. 196508191992031001 (IV/b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan | pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Hak Asasi Manusia Banten dan Hak Asasi Manusia Banten
3. RITA ULI Br. SITUMEANG, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada | Ketua Balai Harta Peninggalan Medan sda.
NIP. 196305171989032001 (IV/b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sumatera Utara
4. TETI WINARTI, S.H., M.Si Pembina Tk. | Ketua Balai Harta Peninggalan Medan Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada sda.
NIP. 196303161992032001 (IV/b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sumatera Utara
5. KUS APRIANAWATI, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada sda.
NIP. 196804101994032001 (IV/b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta
6. Drs. EKO CAHYANTO Pembina Tk. | Kepala Bagian Program dan Pelaporan | Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada sda.
NIP. 196209161989031002 (IV/b) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
dan Hak Asasi Manusia D.|. Yogyakarta Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta
7. FRANCISCUS SURYA KUMARA, S.H., Penata Tk. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata | Kepala Bagian Program dan Pelaporan sda.
M.H. (n/d) Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian | pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
NIP. 196712101987021001 Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. | dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta
Yogyakarta
8. EDISON MANIK, S.H., M.Si. Pembina Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada sda.
NIP. 197802172001121002 (IV/a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
9. ZULHAIRI, S.H. Penata Tk. | Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi | Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada sda.
NIP. 197112192003121001 (1i/d) Hukum Umum dan Hak Kekayaan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Intelektual pada Kantor Wilayah | Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kepulauan Riau
10
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10. | NURHAYATI SITORUS, S.H. Pembina Tk. | Kepala Bagian Penyusunan Program dan | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah | Eselon lll.a
NIP. 196901101994032001 (IV/b) Pelaporan pada Kantor Wilayah | Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Tunjangan jabatan struktural
Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Manusia Riau sebesar Rp.1.260.000,00
Manusia Riau
11. | JONSON SIAGIAN, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bagian Penyusunan Program dan | Kepala Bagian Penyusunan Program dan sda.
NIP. 196707101997031001 (IV/b) Pelaporan pada Kantor Wilayah | Pelaporan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Utara Manusia Riau
12. | JOHAN MANURUNG, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Bagian Penyusunan Program dan sda.
NIP. 196610251986031001 (IV/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Pelaporan pada Kantor Wilayah
Manusia Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Utara
13. | ANGGIAT FERDINAN, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Hukum pada Kantor | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.
NIP. 196502231989031002 (IV/b) Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Asasi Manusia Sumatera Utara Manusia Sumatera Utara
14. | KURNIAMAN TELAUMBANUA, S.H., Penata Tk. | Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan | Kepala Bidang Hukum pada Kantor sda.
M.Hum. (Hi/d) Produk Hukum Daerah pada Kantor | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
NIP. 197501132001121001 Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Asasi Manusia Sumatera Utara
Asasi Manusia Sumatera Utara
15. | BUDI UTOMO KAMIDJO, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Hukum pada Kantor | Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar sda.
NIP. 196107011992031002 (IV/b) Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan
16. | MOHAMMAD YANI, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan, | Kepala Bidang Hukum pada Kantor sda.
NIP. 197505232001121001 (/d) Hubungan Masyarakat dan Teknologi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Informasi pada Kantor Wilayah | Asasi Manusia Sulawesi Selatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan
17. | MUTIA FARIDA, S.H., M.H. Pembina Kepala Bagian Program dan Pelaporan | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.
NIP. 196707111993032001 (IVia) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Manusia Jawa Tengah
18. | KASWO, S.Sos. Penata Tk. | Kepala Subbagian Persuratan pada Biro | Kepala Bagian Program dan Pelaporan sda.
NIP. 197404261999031001 (11l/d) Umum Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
19. | ANWAR, S.Pd. Penata Tk. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.

NIP. 196212311983111001

(111/d)

Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Jambi
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20. | MARIANA ROSMINI MANUHUTU, S.H. Penata Tk. | Kepala  Subbagian Keuangan dan | Kepala Bagian Program dan Pelaporan | Eselon lll.a
NIP. 196505291985032001 (11/d) Perlengkapan pada Kantor Wilayah | pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Tunjangan jabatan struktural
Kementerian Hukum dan Hak Asasi | dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara | sebesar Rp.1.260.000,00
Manusia Nusa Tenggara Timur Timur
21. | | PUTU GEDE SUBAGIA, S.H. Pembina Tk. | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada | Kepala Bidang Hukum pada Kantor sda.
NIP. 196312311988031008 (IV/b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Hak Asasi Manusia Bali Asasi Manusia Bali
22. | Dra. RITA RUSMARTI, M.Si Pembina Tk. | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada sda.
NIP. 196701231992022001 (IV/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Manusia Bali Hak Asasi Manusia Bali
23. | IDA AYU SUSANTI, S.H. Pembina Kepala Bidang Hukum pada Kantor | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.
NIP. 196705261986032001 (IV/a) Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Asasi Manusia Bali Manusia Bali
24. | BASIR, S.H., M.H. Pembina Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.
NIP. 197211111993031001 (IV/a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Gorontalo Manusia Sulawesi Utara
25. | JU LOTJE OLGA, S.Sos Penata Tk. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata | Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah sda.
NIP. 196410201985032001 (11/d) Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi | Manusia Gorontalo
Utara
26. | RIANINGSIH KASIM, S.H. Penata Kepala Subbagian Penyusunan Program | Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi | Eselon IV.a
NIP. 198207312005012001 (Il/c) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Hukum Umum dan Hak Kekayaan | Tunjangan jabatan struktural
dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Intelektual pada Kantor Wilayah | sebesar Rp. 540.000,00
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Gorontalo
27. | MANANGA PONG MERRANTE Penata Perancang Peraturan Perundang- | Kepala Subbagian Penyusunan Program sda.
BIANTONG, S.H. (ll/c) Undangan Muda pada Kantor Wilayah | pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
NIP. 198310072009012005 Kementerian Hukum dan Hak Asasi | dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
Manusia Gorontalo
28. | WISJE NANCY TUTE, S.Kom Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbagian Pelaporan, Hubungan sda.
NIP. 198601312006042002 (11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Masyarakat dan Teknologi Informasi pada
Manusia Gorontalo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Gorontalo
29. | IBRAHIM JAHJA, S.E. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbidang Dokumentasi dan sda.
NIP. 198705192010121005 (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Informasi Hukum pada Kantor Wilayah
Manusia Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Gorontalo
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30. | TUTIK NUR ENI, S.Sos. Penata Tk. | Kepala Subbidang Dokumentasi dan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata | Eselon IV.a
NIP. 197212201998032001 (li/d) Informasi Hukum pada Kantor Wilayah | Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian | Tunjangan jabatan struktural
Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. | sebesar Rp. 540.000,00
Manusia D.I. Yogyakarta Yogyakarta
31. | LESTARININGSIH, S.H. Penata Tk. | Kepala Urusan Kepegawaian pada Kantor | Kepala Subbidang Dokumentasi dan sda.
NIP. 196007101984032001 (In/d) Imigrasi Kelas | Surakarta Informasi Hukum pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia D.l. Yogyakarta
32. | ANITA SAFITRI, S.H., M.Si. Penata Muda Tk. | | Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor | Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan sda.
NIP. 198110262002122002 (11/b) Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah
Asasi Manusia Maluku Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Maluku Utara
33. | STEFANUS LESU, S.H. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata sda.
NIP. 197709212005011001 (/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian
Manusia Nusa Tenggara Timur Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa
Tenggara Timur
34. | DEDY ARDIANTO BURHAN, S.H. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan, sda.
NIP. 197903092006041001 (Ill/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Hubungan Masyarakat dan Teknologi
Manusia Sulawesi Selatan Informasi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan
35. | JAFAR, S.H. Penata Tk. | Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata sda.
NIP. 196305301987031001 (l1/d) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian
Manusia Sulawesi Selatan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Selatan
36. | ANDI HARIS, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan | Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi sda.
NIP. 197409012002121001 (l1/d) Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah | Hukum Umum dan Hak Kekayaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Intelektual pada Kantor Wilayah
Manusia Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan
37. | FENY FELIANA, S.H. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan sda.
NIP. 198102182005012001 (li/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah
Manusia Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan
38. | MUHAMMAD IBNU QAYYIM, S.H. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah llI sda.

NIP. 197803162002121001

(lll/b)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Selatan

pada Balai Harta Peninggalan Makassar
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39. | YAKOBUS WANANE, S.Kom. Penata Kepala Subbidang Keamanan pada Kantor | Kepala Subbidang Dokumentasi dan | Eselon IV.a
NIP. 196511021992031001 (/) Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Informasi Hukum pada Kantor Wilayah | Tunjangan jabatan struktural
Asasi Manusia Papua Kementerian Hukum dan Hak Asasi | sebesar Rp. 540.000,00
Manusia Papua
40. | SAMUEL SOLEMAN TANAWANI, S.H. Penata Tk. | Kepala Subbidang Dokumentasi dan | Kepala Subbidang Keamanan pada Kantor sda.
NIP. 197507162001121001 (ni/d) Informasi Hukum pada Kantor Wilayah | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Asasi Manusia Papua
Manusia Papua
41. | FARIDA ARONGGEAR, S.H. Penata Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan | Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi sda.
NIP. 198105302005012002 (Iifc) Produk Hukum Daerah pada Kantor | Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak | Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua
Asasi Manusia Papua
42. | ROBEN KOSTANTINUS SAMAI, S.H., Penata Perancang Peraturan Perundang- | Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan sda.
M.Si (H/c) Undangan Pertama pada Kantor Wilayah | Produk Hukum Daerah pada Kantor
NIP. 197708012006041001 Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Manusia Papua Asasi Manusia Papua
43. | MIRFAD ROSANA BASALAMAH, S.E. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbidang Pelayanan, Pengkajian sda.
NIP. 198009122005012001 (l/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | dan Informasi Hak Asasi Manusia pada
Manusia Sulawesi Utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
44. | YOHANIS BELY, S.H. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala  Subbagian  Keuangan dan sda.
NIP. 197801282006041001 (I/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Perlengkapan pada Kantor Wilayah
Manusia Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nusa Tenggara Timur
45. | DANU AJI BASKORO, S.E. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala  Subbagian  Keuangan  dan sda.
NIP. 198507202009121005 (11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Perlengkapan pada Kantor Wilayah
Manusia Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Banten
46. | IDA MEILANI, S.H. Penata Fungsional Umum pada Kantor Wilayah | Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan, sda.
NIP. 198105052006042001 (Ill/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Hubungan Masyarakat dan Teknologi
Manusia Aceh Informasi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh
47. | BUDY ARILIA, S.E., M.M. Penata Kepala Urusan Kepegawaian  dan | Kepala Subbidang Dokumentasi dan sda.
NIP. 197810062003121001 (lli/c) Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan | Informasi Hukum pada Kantor Wilayah

Kelas lIA Padang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sumatera Barat
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48.

RORIF DESVYATI, S.H., M.H.

NIP. 198712072009122003

Penata Muda Tk. |
(/b)

Penyuluh Hukum Pertama pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kepulauan Riau

Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi

Hukum Umum dan Hak Kekayaan
Intelektual pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kepulauan Riau

Eselon IV.a
Tunjangan jabatan struktural
sebesar Rp. 540.000,00
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